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Kejari Ajukan Audit BPK

Kasus Dermaga
dan Pasar

SINTANG - Kejaksaan Neg-
eri (Kejari) Sintang akan segera
mengajukan audit BPK untuk
dugaan kasus korupsi Dermaga
Serawai dan Pasar Masuka. Hal
ini disampaikan Kepala Ke-
jaksaan Negeri Sintang, Moch
Djumali, Senin (29/4).

Dia mengatakan pihaknya
akan mengajukan audit BPK
untuk dua kasus korupsi terse-
but pada Maret mendatang.
Sementara itu, untuk kasus
korupsi pembangunan GOR
Kabupaten Melawi dan PNPM
Melawi, Kejari Sintang telah
menerima hasil audit investi-
gasi dari BPKP Kalbar.

Kasi Pidsus Kejari Sintang,
Buchari Tuasikal mengata-
kan dari hasil audit investigasi

dari BPKP Kalbar, ada dugaan
penyimpangan dalam pem-
bangunan GOR Kabupaten
Melawi tahun anggaran 2007-
2008 dan 2009. Hasil audit dari
BPKP menyebutkan ada keru-
gian keuangan negara berupa
pembayaran pekerjaan yang
melebihi prestasi (kekurangan
volume fisik dan galian tanah)
sebesar Rp1.975.964.111,90.
“Sementara untuk kasus koru-
psi PNPM Melawi hasil audit
BPKP ada kerugian keuangan
negara sebesar Rp400 juta,”
ungkapnya.

Dia mengatakan Kejari Sin-
tang melakukan pemeriksaan
terus menerus untuk semua
kasus dugaan korupsi di Sin-
tang dan Melawi. Pemeriksaan
itu untuk mengumpulkan ket-
erangan saksi maupun meleng-
kapi berkas pemeriksaan guna
kepentingan hasil audit.

- ini. (tra)

“Kita memeriksa semua ka-
sus secara maraton. Setiap hari
selalu ada pemeriksaan saksi
untuk kasus dugaan korupsi di
Sintang maupun Melawi. Tapi

. dalam setiap hari berbeda-

beda kasus yang diperiksa,’
katanya.

Untukkasus korupsi derma-
ga Sungai Serawai, lanjutnya,
Senin mendatang pihaknya
akan meninjau lokasi dermaga
Sungai Serawai untuk meleng-
kapi data-data yang sudah
dimiliki Kejari Sintang.

Pembangunan dermaga
Serawai pada tahun 2009 lalu
digelontorkan anggaran sebe-
sar Rp 500 juta. Gelontoran
pembangunan dermaga tahap
pertama tersebut ternyata tidak
dilanjutkan pada tahun 2010
dan baru dianggarkan kem-
bali di tahun 2011 dan 2012
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